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ABSTRACT 

This article examines the synthesis between Pancasila and Islam in the context of political theology in Indonesia. 

The focus of the study lies in the understanding that the relationship between Islam and the state does not 

necessarily require a formal Islamic state, but rather a substantialist approach that emphasizes justice, humanity, 

and public morality in accordance with Islamic teachings. This research employs a qualitative method through a 

literature study of historical sources, academic works, and thoughts of contemporary Indonesian Muslim figures. 

The findings reveal that Islamic organizations such as Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah play a significant 

role in strengthening Pancasila values through a moderate and inclusive Islamic approach. Furthermore, the 

concept of Islam Nusantara emerges as an alternative model of political theology that emphasizes local wisdom, 

nationalism, and pluralism. The synthesis between Islam and Pancasila through substantialist political theology 

has proven effective in countering radicalism and supporting political development based on spiritual and national 

values. The study concludes that strengthening the discourse on substantialist political theology in public spaces 

and educational institutions is essential to preserve national unity and address contemporary challenges. 
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ABSTRAK 

Artikel ini mengkaji sintesis antara Pancasila dan Islam dalam konteks teologi politik di Indonesia. Fokus kajian 

diarahkan pada pemahaman bahwa hubungan antara Islam dan negara tidak harus diwujudkan melalui bentuk 

negara Islam secara formalistik, tetapi melalui pendekatan substansialistik yang menekankan nilai-nilai keadilan, 

kemanusiaan, dan keadaban publik yang sejalan dengan ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan studi pustaka terhadap sumber-sumber historis, karya akademik, dan pemikiran tokoh-tokoh 

Islam Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah 

memainkan peran penting dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan Islam moderat dan inklusif. 

Selain itu, konsep Islam Nusantara muncul sebagai model teologi politik alternatif yang menekankan pentingnya 

lokalitas, kebangsaan, dan pluralisme. Sintesis antara Islam dan Pancasila dalam bentuk teologi politik 

substansialistik terbukti mampu merespons tantangan radikalisme dan mendukung pembangunan politik yang 

berlandaskan nilai-nilai spiritual dan kebangsaan. Kajian ini menyimpulkan bahwa penguatan diskursus teologi 
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politik substansialistik di ruang publik dan institusi pendidikan sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan 

menjawab tantangan zaman. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki sejarah panjang 

interaksi antara agama dan negara. Sejak awal kemerdekaan, perdebatan mengenai posisi Islam dalam 

konstitusi negara telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika politik kebangsaan. Ketegangan antara 

kelompok nasionalis-sekuler dan kelompok Islamis mendorong munculnya kompromi ideologis dalam 

bentuk Pancasila, yang hingga kini menjadi dasar negara dan ideologi pemersatu bangsa. Namun demikian, 

relasi antara Pancasila dan Islam tetap menjadi isu yang kompleks dan terus berkembang dalam wacana 

politik dan keagamaan di Indonesia. 

Dalam konteks global, munculnya kembali gerakan Islam politik dengan kecenderungan konservatif 

dan transnasional telah memunculkan tantangan baru bagi integrasi Islam dalam kerangka kebangsaan 

Indonesia. Di tengah tantangan ini, muncul pendekatan teologi politik substansialistik, yang tidak berfokus 

pada bentuk negara Islam secara formal, melainkan pada esensi nilai-nilai Islam yang mendukung keadilan, 

demokrasi, dan perdamaian. Model ini diyakini lebih sesuai dengan karakter multikultural dan pluralistik 

bangsa Indonesia. 

Beberapa studi telah membahas relasi antara Islam dan negara di Indonesia. Misalnya, karya Luthfi 

Assyaukanie yang mengklasifikasikan pemikiran politik Islam di Indonesia menjadi tiga model: Islamisme, 

modernisme, dan sekularisme.1Sementara itu, Budhy Munawar-Rachman memperkenalkan gagasan Islam 

progresif yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan HAM.2 Penelitian lain oleh Fachry Ali dan Bahtiar 

Effendy menyoroti peran ormas Islam dalam transisi demokrasi di Indonesia.3 Namun, kajian yang secara 

spesifik membahas sintesis antara Pancasila dan Islam dalam perspektif teologi politik substansialistik 

masih relatif terbatas, terutama yang menekankan peran Islam Nusantara sebagai model teologi politik khas 

Indonesia. 

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana 

sintesis antara Pancasila dan Islam dapat dibangun melalui pendekatan teologi politik substansialistik, serta 

bagaimana kontribusi aktor-aktor Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam 

membumikan sintesis tersebut. Penelitian ini juga ingin mengkaji bagaimana Islam Nusantara sebagai 

model teologi politik alternatif mampu menjawab tantangan radikalisme dan mengukuhkan nilai-nilai 

kebangsaan dalam konteks Indonesia kontemporer. 

 

 

PEMBAHASAN 

Islam dan Politik  

Pemisahan dan Keterkaitan Agama-Politik di Indonesia. 

Hubungan antara agama dan politik di Indonesia memiliki karakteristik unik: tidak sepenuhnya 

sekuler seperti di Barat, namun juga tidak menjadikan agama sebagai fondasi negara. Model ini dikenal 

sebagai sekularisme kontekstual, yang memisahkan institusi agama dan negara sambil tetap memberikan 

ruang bagi ekspresi keagamaan di ranah publik. 

Fossati (2019) mengamati bahwa mayoritas Muslim Indonesia tidak mendukung pembentukan 

negara Islam, tetapi mereka menginginkan nilai-nilai Islam seperti keadilan dan kejujuran menjadi landasan 

kebijakan publik. Ia menyebut fenomena ini sebagai "kebangkitan ideologi," yang mencerminkan 

signifikansi etika keagamaan tanpa mengarah pada radikalisme. Senada, Meran (2019) memandang 
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sekularisme Indonesia sebagai bentuk yang terbuka dan inklusif, di mana agama dapat hadir di ruang publik 

asalkan tidak mendominasi negara. Sementara itu, Saifuddin (2018) menyoroti bagaimana sejak 

kemerdekaan, pendekatan negara terhadap agama berevolusi dari kontrol yang bersifat top-down menjadi 

model yang lebih akomodatif terhadap ekspresi keagamaan, termasuk dalam pendidikan dan regulasi yang 

berbasis nilai-nilai Islam. 

Irfani (2022) menekankan peran penting Pancasila sebagai titik temu antara nilai-nilai religius dan 

kebangsaan. Islam, meskipun tidak diresmikan sebagai hukum negara, tetap menjadi sumber inspirasi moral 

dalam politik. Bahkan di era Reformasi, ekspresi politik Islam berkembang dalam kerangka demokrasi 

konstitusional, dengan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah memelopori pendekatan substansial yang 

mengutamakan nilai-nilai etis tanpa perlu formalisasi syariat. 

 

Substansialisme: Etika Islam dalam Demokrasi Indonesia 

Substansialisme dalam politik Islam di Indonesia menekankan pentingnya nilai-nilai etis Islam—

seperti keadilan, akhlak, dan musyawarah—tanpa menjadikan negara Islam sebagai tujuan politik. Prinsip 

ini beranggapan bahwa ajaran Islam bersifat universal dan kompatibel dengan demokrasi Pancasila. 

Nurcholish Madjid (2003) adalah pelopor gagasan ini melalui slogannya "Islam Yes, Partai Islam 

No," yang menolak formalisasi agama dalam institusi negara tetapi tetap menekankan nilai-nilai moral 

Islam dalam kehidupan politik. Hamdan Zoelva (2022) juga menyatakan bahwa prinsip-prinsip Islam 

seperti keadilan dan partisipasi publik justru dapat diterapkan secara optimal dalam sistem demokrasi yang 

terbuka. 

Al-Ashriyyah (2018) menambahkan bahwa pendekatan substansial mencegah eksklusivisme agama 

dan lebih sesuai untuk masyarakat plural seperti Indonesia. Sejalan dengan itu, Rizky (2022) menjelaskan 

bahwa konsep syura (musyawarah) dalam Islam selaras dengan prinsip deliberatif dalam demokrasi 

modern, menjadikannya relevan dalam pengambilan kebijakan publik. 

Praktik keagamaan NU dan Muhammadiyah mencerminkan pendekatan substansialis ini, di mana 

mereka lebih fokus pada pendidikan, advokasi sosial, dan kesejahteraan masyarakat daripada 

memperjuangkan formalisasi negara Islam. Hal ini juga ditegaskan oleh temuan Suffah Journal (2025), 

yang menyebut kontribusi ormas Islam sebagai wujud nyata integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem 

demokrasi konstitusional. 

 

Peran Ormas Islam dalam Demokrasi dan Keadilan Sosial 

Organisasi masyarakat Islam (Ormas Islam) seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah 

memainkan peran krusial dalam memperkuat demokrasi dan menegakkan keadilan sosial di Indonesia. 

Mereka tidak berorientasi pada pembentukan negara Islam, melainkan pada penerapan nilai-nilai Islam 

yang bersifat substansial dalam kebijakan publik. 

Menurut Miski (2023), kedua ormas ini berkontribusi dalam membentuk masyarakat sipil yang 

inklusif dan moderat melalui pendidikan, pelayanan sosial, dan dialog antaragama. Ivoni Suci (2022) juga 

menyatakan bahwa keterlibatan ormas-ormas ini memperkuat demokrasi substantif, terutama melalui 

mekanisme partisipasi politik yang sah. Dalam upaya deradikalisasi, Rusli dan Sugiarto (2022) menekankan 

peran penting mereka dalam mencegah ekstremisme melalui pendidikan Islam yang moderat. 
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Lebih lanjut, Pratama (2024) menjelaskan bahwa ormas Islam bertindak sebagai kekuatan 

penyeimbang dalam demokrasi dengan mengawasi kebijakan pemerintah secara kritis namun 

konstitusional. Bahkan lembaga seperti MUI, menurut Rofii (2010), turut memperkuat nilai demokrasi 

melalui fatwa dan nasihat etis dalam ranah politik. 

Secara keseluruhan, ormas Islam di Indonesia menjalankan fungsi substansial dengan 

mengarusutamakan nilai-nilai etika Islam dalam proses demokrasi, bukan melalui formalisasi negara Islam. 

 

Islam Nusantara Sebagai Model Teologi Politik Alternatif 

Asal-usul konsep “Islam Nusantara” 

Konsep Islam Nusantara pertama kali dipopulerkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 

pada Muktamar ke‑33 yang diselenggarakan di Jombang pada 1–5 Agustus 2015. Gagasan ini muncul 

sebagai tanggapan terhadap munculnya arus Islam transnasional yang lebih konservatif dan tidak sesuai 

dengan konteks lokal Indonesia. Menurut prinsip Islam Nusantara, orang Islam yang datang ke Nusantara 

mengalami proses akulturasi damai dengan budaya lokal sejak era Walisongo, sehingga menghasilkan 

corak keberislaman yang santun, moderat, dan kontekstual. Sebagai bentuk pribumisasi Islam, Islam 

Nusantara berusaha memberikan nilai-nilai Islam yang dapat berinteraksi dengan budaya lokal tanpa 

menghilangkan makna ajarannya. Dalam konteks ini, Maulana (2018) menyatakan bahwa Islam Nusantara 

bukanlah sinkretisme. Sebaliknya, nilai-nilai Islam diadaptasi secara proporsional ke dalam budaya lokal, 

terutama dalam hal muamalah. 

 

Nilai-nilai lokalitas, kebangsaan, dan pluralisme 

Dalam Islam Nusantara, nilai-nilai yang berasal dari kebudayaan lokal, seperti tawassuth (moderat), 

tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), dan i'tidal (adil), menjadi dasar sikap beragama masyarakat Muslim 

Indonesia. Nilai-nilai ini menciptakan corak keberislaman yang moderat (wasathiyyah), toleran, dan 

seimbang. Mereka juga membawa semangat rahmatan lil‘alamin dan inklusifisme. Praktik keagamaan 

seperti tahlilan, maulidan, dan slametan mencerminkan nilai-nilai lokal, yang berbasis Islam meskipun 

bersifat kultural. Islam Nusantara tidak bertentangan dengan Pancasila dalam konteks kebangsaan. 

Sebaliknya, melalui pendekatan yang inklusif, kontekstual, dan damai, ia membantu memperkuat identitas 

keagamaan dan nasional dalam kerangka keutuhan NKRI (Mubarok & Rahman, 2023). 

 

Islam Nusantara sebagai ekspresi teologi politik khas Indonesia 

Sebagai ekspresi teologi politik, Islam Nusantara menawarkan model keberagamaan yang tidak 

hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan berakar dari pengalaman sejarah bangsa. Nilai budaya 

merupakan bagian penting dari keberislaman Islam Nusantara, berbeda dengan aliran Islam politik yang 

sering dikaitkan dengan strategi kekuasaan. Dalam aspek ini, Islam Nusantara berusaha untuk membangun 

fiqh sosial-politik yang kontekstual, bukan sekadar normatif-formal. Ini menentang gagasan negara Islam 

transnasional dan mendukung negara bangsa yang inklusif yang menjunjung tinggi keadilan dan 

kesejahteraan publik. Tokoh-tokoh pesantren seperti KH Sahal Mahfudh berperan penting dalam 

membangun fiqh sosial sebagai landasan praktik teologi politik Islam di Nusantara. Dari perspektif historis-

politik pesantren dan santri,  Islam Nusantara memungkinkan interaksi yang fleksibel antara agama dan 
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negara tanpa memaksakan ideologi keagamaan yang homogen. Ini juga ditunjukkan oleh pemikiran Gus 

Dur. 

 

Tanggapan terhadap kritik 

Islam Nusantara kerap dikritik sebagai bentuk sinkretisme karena mencampuradukkan ajaran Islam 

dengan budaya lokal. Namun, ini merupakan bentuk pribumisasi Islam yang berarti ajaran Islam 

disesuaikan dengan lingkungan lokal tanpa mengubah maknanya. Astuti (2018) menegaskan bahwa Islam 

Nusantara menyampaikan Islam secara membumi dan kontekstual dalam masyarakat yang terdiri dari 

berbagai budaya. Alma'arif (2015) menyatakan bahwa selama nilai-nilai tauhid dan rasionalitas Islam tidak 

dihilangkan dari budaya, mereka dapat diterima sebagai bagian dari ekspresi keagamaan. Oleh karena itu, 

Islam Nusantara bukan bentuk penyimpangan, melainkan strategi teologi politik yang kontekstual, inklusif, 

dan sah dalam konteks keislaman. 

 

Peran NU  

Sejak era pasca-reformasi, NU dan Muhammadiyah telah menampilkan diri sebagai dua aktor utama 

dalam demokratisasi Indonesia, membawa warisan historisnya ke ranah sosial-politik yang inklusif. 

Muhammadiyah, sebagai organisasi yang lahir tahun 1912 dengan platform reformis dan ijtihad, selama ini 

menonjol sebagai penjaga moderasi Islam melalui sektor pendidikan dan layanan sosial, serta menjauh dari 

politik praktis formal. 

Sementara itu, NU—yang memiliki akar tradisional kuat—mengalami perubahan signifikan dari 

awalnya berafiliasi partai menjadi ormas sosial-keagamaan yang menegaskan kembali komitmen terhadap 

Pancasila dan demokrasi. Transformasi ini telah dipelajari secara mendalam oleh Maksum & Leoninda 

(2024), yang mencatat NU bergeser dari tafsir konservatif menjadi agen inklusif dalam lanskap politik 

nasional.Dalam penguatan demokrasi dan pemerintahan yang stabil, Muhammadiyah terbukti memainkan 

peran penting, sebagaimana diuraikan dalam penelitian Prasetyo & Etwina (2024): melalui pendidikan 

politik, advokasi kebijakan yang baik, dan penguatan masyarakat sipil, Muhammadiyah menjaga 

keseimbangan antara kritik kritis dan kolaborasi dengan pemerintah. 

NU juga secara aktif memperkokoh demokrasi lewat posisi moralnya. Seperti dicatat studi INFID, 

NU sejak awal kemerdekaan menolak politisasi agama ekstrem dan menegaskan Pancasila sebagai ideologi 

final—sejak Munas Situbondo 1983 hingga Muktamar Modern 2019  

Isu radikalisme dan intoleransi kini menjadi medan utama kedua organisasi ini. Muhammadiyah 

menegaskan dirinya sebagai garda depan moderasi, mempromosikan washatiyah dalam Islam yang 

menolak liberalisme ekstrem dan fundamentalis, serta melalui amal usaha seperti pendidikan dan layanan 

sosial menggalang deradikalisasi preventif . Sedangkan NU secara konsisten mendakwahkan Islam 

Nusantara—yang  bertumpu pada prinsip tasamuh, tawasuth, tawazun, adl, dan ukhuwah—menolak 

ekstremisme melalui dialog global dan kaderisasi intensif. 

Dalam partisipasi politik, NU dan Muhammadiyah memilih jalur etis dan etis tanpa menjadi partai 

politik. Muhammadiyah menjaga netralitas institusional, meski kadernya secara individual bisa terlibat 

dalam partai seperti PAN ([nu.or.id][1]). NU pun memfokuskan diri pada posisi moral dan naratif, 

menghindari politisasi agama dan menjadikan Pancasila sebagai landasan atas segala bentuk advokasi 

sosial-politik. 
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Tantangan Kontemporer dan Prospek Teologi Politik Keindonesiaan 

Ancaman Radikalisme dan Islam Politik Formalis 

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia menghadapi tantangan serius dari munculnya gerakan Islam 

politik berhaluan formalis dan radikal. Gerakan ini kerap menolak legitimasi negara bangsa dan Pancasila 

sebagai dasar negara, sembari menawarkan sistem khilafah sebagai alternatif ideal. Formulasi politik Islam 

semacam ini lebih menekankan pada simbol-simbol formal ketimbang nilai-nilai universal Islam seperti 

keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Radikalisme ini tidak hanya hadir dalam bentuk fisik (aksi 

kekerasan), tetapi juga dalam bentuk ideologis dan naratif yang menyusup ke ruang-ruang pendidikan, 

organisasi dakwah, hingga institusi digital.¹ 

Menurut Satibi, radikalisme keagamaan di Indonesia memiliki akar teologis yang kuat, bersumber 

dari tafsir literal terhadap ayat-ayat jihad, konsep al-walā’ wa al-barā’, serta pengaruh pemikiran ideolog 

Islam transnasional seperti Sayyid Qutb dan Taqiuddin al-Nabhani.² Hal ini mendorong sebagian umat 

Islam, terutama kalangan muda, untuk mendukung agenda politik keislaman yang konfrontatif terhadap 

demokrasi dan pluralisme. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi narasi keislaman moderat dan 

kebangsaan. 

 

Peran Media Sosial dan Generasi Muda 

Di era digital, media sosial menjadi ruang baru pertarungan ideologi. Kelompok-kelompok radikal 

secara aktif memanfaatkan platform seperti YouTube, Instagram, Telegram, dan TikTok untuk 

menyebarkan propaganda, merekrut simpatisan, dan membangun narasi identitas keagamaan yang 

eksklusif. Muthohirin mencatat bahwa strategi digital kelompok radikal dirancang secara terencana, dengan 

konten visual yang menarik dan pesan-pesan emosional yang menyasar kaum muda.³ 

Penelitian Fajri bahkan menunjukkan bahwa pasca pembubaran HTI, sisa-sisa pengaruh ideologinya 

masih sangat terasa di media sosial, khususnya Instagram.Generasi muda yang akrab dengan teknologi 

informasi seringkali menjadi sasaran utama, terlebih bila mereka tidak dibekali pemahaman keislaman yang 

kritis dan kontekstual. Oleh karena itu, peran pendidikan dan literasi digital menjadi sangat penting dalam 

membendung penyebaran paham keagamaan yang intoleran dan anti-Pancasila. 

 

Masa Depan Wacana Teologi Politik Substansialistik 

Meskipun tantangan cukup besar, prospek teologi politik substansialistik tetap terbuka lebar. Tradisi 

intelektual Islam Indonesia, terutama yang berkembang di pesantren dan ormas-ormas besar seperti NU 

dan Muhammadiyah, telah lama mendorong bentuk keberagamaan yang etis, kontekstual, dan inklusif. 

Pesantren sebagai institusi pendidikan tradisional, menurut Zamakhsyari Dhofier, telah lama menjadi pusat 

pemeliharaan Islam yang berkarakter damai dan nasionalis. 

Azyumardi Azra menegaskan bahwa Islam Nusantara yang berkembang di Indonesia memiliki 

karakteristik teologi politik moderat—terbuka terhadap demokrasi, pluralitas, dan nilai-nilai lokal—yang 

menjadikannya model teologi politik yang khas dan kompatibel dengan semangat Pancasila.⁶ 

Ke depan, keberlanjutan wacana ini sangat bergantung pada kemampuan aktor-aktor sosial—kyai, 

akademisi, pendidik, dan generasi muda—untuk mengaktualisasikan nilai-nilai substansial Islam melalui 

berbagai kanal, termasuk dunia digital. Dengan narasi yang inklusif dan pembaruan pemikiran Islam yang 
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responsif terhadap zaman, teologi politik substansialistik berpotensi menjadi paradigma dominan dalam 

lanskap keislaman Indonesia modern. 

 

 

KESIMPULAN 

Sintesis antara Pancasila dan Islam dalam konteks politik Indonesia mencerminkan sebuah bentuk 

teologi politik yang khas dan unik, yang mengedepankan nilai-nilai etis dan substansial daripada formalisasi 

simbol-simbol keagamaan dalam negara. Pendekatan substansialistik ini tidak hanya memungkinkan 

integrasi antara spiritualitas Islam dan semangat kebangsaan, tetapi juga menjadi dasar penguatan 

demokrasi, keadilan sosial, dan pluralisme dalam kehidupan berbangsa. 

Peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sangat signifikan dalam membentuk wajah teologi 

politik Indonesia yang moderat dan inklusif. Melalui kontribusinya dalam pendidikan politik, peneguhan 

Pancasila, dan penolakan terhadap radikalisme, kedua ormas ini menjadi pilar penting dalam menjaga 

harmoni sosial dan keutuhan negara. 

Konsep Islam Nusantara turut melengkapi wacana teologi politik Indonesia dengan menekankan 

pentingnya kearifan lokal, toleransi, dan cinta tanah air. Meskipun menghadapi berbagai kritik, Islam 

Nusantara tetap relevan sebagai alternatif teologis yang mampu menjawab tantangan keberagaman 

Indonesia. 
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